














	Untuk mewujudkan cita-cita atau angan-angan dalam pancasila yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut telah ditafsirkan secara autentik dan rinci dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Meskipun sekarang sudah terbit PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut : 1.Bagaimana pengaturan hukum dalam pemberian izin lokasi yang berakibat terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? 2.Bagaimana implementasi pemberian izin lokasi terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilihat dari penataan ruang di Provinsi Jawa Barat? 3. Hambatan apa saja dalam pemberian izin lokasi yang mengacu pada arahan tata ruang, dan bagaimana solusinya?
Kesimpulan yang dapat ditarik 1.Laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Provinsi Jawa Barat akan terus meningkat seiring kebutuhan lahan untuk pembangunan fisik sehingga luas sawah semakin berkurang. Nilai atau harga tanah pertanian lebih tinggi daripada bisnis pertanian, sehingga petani lebih tertarik untuk menjual tanah pertanian daripada mengembangkan usaha pertanian. Pemutakhiran data lahan sawah memerlukan kesepakatan semua unsur terkait; 2. Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2011 Pasal 35 dinyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; 3.Izin lokasi bagi perusahaan dalam rangka penanaman modalnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015.










           To realize the ideals or wishful thinking in Pancasila mandated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution has been interpreted authentically and in detail in Article 2 of the Basic Agrarian Law Number 5 Year 1960 on Basic Rules of Principles Agrarian Law (UUPA) which states that On the basis of the provisions of Article 33 paragraph 3 of the Constitution and matters as referred to in Article 1, the aquatic and aerospace land, including the natural resources contained therein, at the highest level is controlled by the State , as an organization of all people's power. The right of control of the State referred to in paragraph 1 of this article authorizes to: a. organize and administer the designation, use, inventory and maintenance of the earth, water and space; b. determine and regulate the legal relations between people and the earth, water and space; c. determine and regulate the legal relationships between persons and legal acts concerning the earth, water and space.
Efforts to revitalize and protect the land are done by protecting and guaranteeing the availability of land by following up Law No. 41 of 2009 on Sustainable Agricultural Land Protection and Government Regulation of its supporters. Although it is now published PP no. 1/2011 on Stipulation and Transfer of Sustainable Agriculture Land, PP No 12/2012 on Incentives on Sustainable Agricultural Land Protection, PP. 25/2012 on Sustainable Land Farming Information System and PP. 30/2012 on Financing of Sustainable Land Farming Protection. Based on the background of the above research, the researcher identified the problem as follows: 1. How is the legal arrangement in the granting of location permit which result to Sustainable Agriculture Farm? 2. How is the implementation of location permit on Sustainable Agriculture Farm seen from spatial planning in West Java Province? 3. What are the constraints in granting location permits that refer to the spatial directives, and how is the solution?
The conclusion that can be drawn 1.Laju transfer of agricultural land to non-agricultural in West Java Province will continue to increase as the need for land for physical development so that the area of ​​rice fields decreases. The value or price of agricultural land is higher than the agricultural business, so farmers are more interested in selling agricultural land than developing agricultural enterprises. Upgrading of paddy field data requires agreement on all relevant elements; 2. Based on PP. 1 of 2011 Article 35 states that the land already designated as Sustainable Agriculture Farm is protected and prohibited to be converted; 3. Permit location for company in the framework of investment of capital issued by Regency / City Government in West Java Province in accordance with Regulation of Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency Number 5 Year 2015.
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